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BUPATI BATANG HARI

PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAII KABUPATEN BATANGIIARI

NOMOR    4   TAHUN2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII
TAIIUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAIIMAT TUHAN  YANG MAHA ESA

BUPATI BATANGIIARI ,

Menimbang     :  a.   bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  315  aya.t  (5)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Kepala
Daerah   wajib   mengajukan   Rancangan   Peraturan   Daerah
tentarig  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kepada
Dewan    Perwakilan    Rakyat    Daerah    untuk    memperoleh

persetujuan bersama;
b.   bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud

dalam huruf a,  perlu  menetapkan Peraturan  Daerah tentang
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran
2025;

Mengingat       :   1.    Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2011    Nomor   82,   Tambahan   Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5234),  sebagaimana  telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13   Tahun   2022   tentang  Perubahan   Kedua  atas   Undang-

Undang    Nomor    12    Tahun    2011    tentang    Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   2022   Nomor   143,   Tambahan   I.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ) ;



2.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014

Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia

Nomor 5587) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan    Undang-Undang   Nomor    6    Tahun    2023    tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-

Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

3.   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2022   tentang   Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun  2022  Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4.   Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2024  tentang  Ka.bupaten

Batanghari   di   Provinsi   Jambi   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2024   Nomor   143,   Tambahari   Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6958) ;

5.   Peraturan   Pemerintah    Nomor    109   Tahun    2000   tentang
Kedudukan   Keuangan   Kepala   Daerah   dan   Wakil   Kepala
Daerah  (Irembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000
Nomor  210,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 4028);

6.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    23    Tahun    2005    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Badan   Layanan   Umum   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  48, Tambahan
I+embaran     Negara     Rrepublik     Indonesia     Nomor     4502),

sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah
Nomor  74  Tahun  2012  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang   Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia   Tahun   2012   Nomor   171,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;



7.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009  tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor  18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia   Nomor   4972),   sebagaimana   telah   beberapa   kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1  Tahun
2018  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah
Nomor  5  Tahun  2009   tentang  Bantuan  Keuangan  Kepada
Partai  Politik   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2018    Nomor    1,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 6177);

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi      Pemerintahan      (Lembaran      Negara      Republik
Indonesia   Tahun   2010   Nomor   123,   Tambahan   Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

9.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2017    tentang
Pembinaan   dan   Pengawasan    Penyelenggaraan   Pemerintah
Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017

Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
nomor 6041);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor   18  Tahun  2017   tentang  Hak
Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan
Perwakilan    Rakyat    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun   2007   Nomor   106,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6057),  sebagaimana  telah

diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2023
tentang   Perubahan   atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   18
Tahun    2017    tentang    Hak    Keuangan    dan    Administrasi
Pimpinan   dan   Anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2023  Nomor  6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ;

11.Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang

Pengelolaan  Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor  13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



13.Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   52   Tahun   2012

tentang  Pedoman  Pengelolaan  Investasi  Pemerintah  Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754) ;
14.Peraturan   Menteri   Dalaln   Negeri   Nomor   62   Tahun   2017

tentang  Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  serta
Pelaksanaan    dan    Pertanggungjawaban    Dana    Operasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15.Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahuri   2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021  tentang

Tata  Cara  Evaluasi   Rancangan   Peraturan   Daerah   tentang
Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah,    Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang  Perubahan  Anggaran  Pendapatan
dan   Belanja  Daerah,   Rancangan   Peraturan  Kepala  Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Dengan Persetdyuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII IIABUPATEN BATANGIIARI

dan
BUPATI BATANGIIARI

MEMUTUSHEN

Menetapkan    :   PERATURAN   DAERAII   TENTANG   ANGGARAN   PENDAPATAN

I)AN BELAN.A DAERAII TAHUN ANcOARAN 2025

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Batanghari.
2.     Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati     sebagai     unsur     penyelenggara

Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.     Bupati adalah Bupati Batanghari.
4.     Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah.



Pasal 2
APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3
Anggaran   Pendapatan   Daerah   Tahun   Anggaran   2025   direncanakan   sebesar
Rp.1.500.552 .419,694,00 yang bersumber dari:

a.  Pendapatan asli daerah;
b.  Pendapatan transfer; dan
c.  Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan   asli   daerah   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   3   huruf  a,
direncanakan sebesar Rp.  180.037.373.400,00 yang terdiri atas:

a.  Pajak daerah;
b.  Retribusi daerah;

c.  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d.  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2)  Pajak  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a,  direncanakan
sebesar Rp.102.016.942.900,00.

(3) Retribusi daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b,  direncanakan
sebesar Rp. 43.610.430.500,00.

(4) Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.13.000.000.000,00.

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 21.410.000.000,00

Pasal 5

(1) Pendapatan    transfer    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    3    huruf   b,
direncanakan sebesar Rp.1.320.515.046.294,00 yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan  transfer  pemerintah  pusat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.271.173.735.000,00.

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dinaksud pada ayat (1)  huruf
b, direncanakan sebesar Rp. 49.341.311.294,00,00.



Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c, direncanakan sebesar Rp.O,00, yang terdiri atas:
a.  Pendapatan hibah;
b.  Dana darurat; dan
c.  Lain-lain   pendapatan   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   Perundang-

undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a, direncanakan
sebesar Rp. 0,00.

(3) Dana  Darurat  sebagaimana  dimaksud  pada  a.yat  (1)  huruf  b,  direncanakan
sebesar Rp.00.

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
sebagainana dimaksud pada a.yat (1) humf c, direncanakan sebesar Rp. 00.

Pasal 7
Anggaran    Belanja    Daerah    Tahun    Anggaran    2025    direncanakan    sebesar
Rp.1.476 .319 .151.070,00, yang terdiri atas:

a.  Belanja operasi;

b.  Belanja modal;

c.  Belanja tidak terduga; dan
d.  Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran  belanja  operasi   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7   huruf  a,
direncanakan sebesar Rp. 941.917.222.823,71,00, yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja  pegawai  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a,  direncanakan
sebesar Rp. 580.475.368.440,24.

(3) Belanja   barang   dan  jasa   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  b,
direncanakan sebesar Rp. 303.766.096.447,47.

(4) Belanja  bunga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hunrf  c,  direncanakan
sebesar Rp. 5.035.240.150,00.



(5) Belanja  subsidi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf d,  direncanakan
sebesar Rp. 2.700.500.000,00.

(6) Belanja  hibah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  e,  direncanakan
sebesarRp.46.744.518.142,00.

(7) Belanja   bantuan   sosial   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf   f,
direncanakan sebesar Rp. 3.465.499.644,00.

Pasal 9

(1) Anggaran   belanja   modal   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   7   huruf  b,
direncanakan sebesar Rp. 316.702.073.980,29 yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;

c. Belanja modal bangunan dan gedung;
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f.  Belanja modal aset lainnya.

(2)Belanja   modal    tanah    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   a,
direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, direncanakan sebesar Rp. 57.126.778.285,00

(4) Belanja  modal  bangunan  dan  gedung  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf c, direncanakan sebesar Rp. 73.039.729.429,64.

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
humf d, direncanakan sebesar Rp.159.892.113.665,65

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
direncanakan sebesar Rp.11.643.452.600,00

(7)  Belanja  modal  aset  lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  f,
direncanakan sebesar Rp 0,00

Pasal 10

Anggaran  belanja  tidak  terduga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  hunif c,
direncanakan   sebesar   Rp.10.698.246.366,00,   yang   terdiri   atas   Belanja   Tidak
Terduga.



Pasal 1 1

(1) Anggaran  belanja  transfer  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf  d,
direncanakan sebesar Rp. 207.001.607.900,00, yang terdiri atas:

a. Belanja bagi basil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan
sebesar Rp. 5.000.000.000,00.

(3) Belanja  bantuan  keuangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b,
direncanakan sebesar Rp. 202.001.607.900,00.

Pasal  12

Anggaran   pembiayaan   daerah   tahun   anggaran   2025   direncanakan   sebesar
Rp.24.233.268.624,OO, yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran  penerimaan  pembiayaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   12
huruf a, direncanakan sebesar Rp. 37.581.058.076,00 yang terdiri atas:

a.  Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b.  Pencairan dana cadangan;
c.  Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d.  Penerimaan pinjaman daerah;
e.  Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
f.   Penerimaan   pembiayaan   lainnya   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan

Perundang-undangan.

(2) Sisa  lebih  perhitungan  anggaran  tahun  anggaran  sebelumnya  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 37.581.058.076,00

(3) Pencairan   dana  cadangan   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  b,
direncanakan sebesar Rp.00.

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) huruf c, direncanakan sebesar Rp.00.

(5) Penerimaan  pinjaman  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf d,
direncanakan sebesar Rp.00.

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, direncanahan sebesar Rp.00.

(7) Penerimaan    pembiayaan    lainnya    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan
perundang-undangan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    f,
direncanakan sebesar Rp.00.



Pasal 14

(i) Anggaran  pengeluaran  pembiayaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   12
huruf b, direncanakan sebesar Rp. 61.814.326.700,00, yang terdiri atas:

a.   Pembentukan dana cadangan;
b.   Penyertaan modal daerah;
c.   Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo;
d.   Pemberian pinjaman daerah; dan
e.   Pengeluaran   pembiayaan   lainnya   sesuai   dengan   ketentuan   Peraturan

perundang-undangan.
(2) Pembentukan  dana  cadangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a,

direncanakan sebesar Rp. 00.

(3) Penyertaan   modal   daerah   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  b,
direncanakan sebesar Rp.  10.000.000.000,00.

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, direncanalran sebesar Rp. 51.814.326.700,00

(5) Pemberian  pinjalnan  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  d,
direncanakan sebesar Rp.00.

(6) Pengeluaran    pembiayaan    lainnya    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan
perundang-undangan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    e,
direncanakan sebesar Rp.00.

Pasal  15

(1) Selisih  antara  anggaran  pendapatan  daerah  dengan  anggaran  belanja  daerah
mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar Rp. 24.233.268.624,00.

(2) Pembiayaan  netto  yang  merupakan  selisih  penerimaan  pembiayaan  terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 24.233.268.624,00.

Pasal  16

(1) Dalam  keadaan  darurat  termasuk  keperluan  mendesak,   dengan  peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran ya]ig belum
tersedia  anggarannya  dan/atau  pengeluaran  melebihi  pagu  yang  ditetapkan
dalam  peraturan  daerah  ini,  yang  selanjutnya  dimasukan  dalam  Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  Bencana  alam,  bencana  nonalam,  bencana  sosial  dan/atau  kejadian  luar

biasa;

b.  Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c.  Kerusakan  sarana/prasarana yang  dapat  mengganggu  kegiatan  pelayanan

publik.



(3) Keperluan mendesak sebagainana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
a.  Kebutuhan   daerah   dalam   rangka   pelayanan   dasar   masyarakat   yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran beljalan;
b.  Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c.  Pengeluaran  daerah  yang  berada  diluar  kendali  Pemerintah  Daerah  dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnya,  serta amanat peraturan Perundang-
undangan; dan/ atau

d.  Pengeluaran   daerah   lainnya  yang   apabila   ditunda   akan   menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal  17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Daerah  ini
terdiri dari:

1.     Lampiran I    :          Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan

Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2,     Lampiran ll  :          RIngkasan    APBD    yang   Diklasifikasi    Menurut    Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.     Lampiran Ill :          Rincian   APBD   menurut   Urusan   Pemerintahan   Daerah,

Organisasi,   Program,   Kegiatan,   Sub   Kegiatan   Kelompok,

Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4.     Lampiran lv :          Rekapitulasi    Belanja    Menurut    Urusan    Pemerintahan
Daerah,  Organisasi,  Program,  Kegiatan  Beserta  Hasil  dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5.     Lampiranv  :          Rekapitulasi    Belanja    Daerah    Untuk    Keselarasan    dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan F\mgsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6,    LampiranvI  :
7.    LanpiranvII :

Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi      Program      pada      RPJMD/RPD      dengan
Rancangan APBD;

8.    Lampiran VIII :        Sinkronisasi   Program,   Kegiatan  dan   Sub   Kegiatan  pada

RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;

9.    Lampiran lx   :        Sinkronisasi  Program  Prioritas  Nasional  dengan  Program
Prioritas Provinsi;

10   Lampiran x     :        Daftar Jumlah pegawai per Golongan dan per LJabatan;

11    Lampiran xI    :        Daftar piutang Daerah.



Pasal 18

Ketentuan  mengenai  Penjabaran  APBD  Tahun  Anggaran  2025  sebagai  landasan
operasional APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan   Peraturan
Daerah dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di
Pada

isii=ii-

Muara Bulian
2025

a HARI

HIL ARIEF

Diundangkan di        :
Pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAII

Muara Bulian
2025

KABUPATEN BATANG HARI

LEMBARAN DAERAII KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2025 NOMOR



NODE uRArm JUWLAH (Rp)

1 2 3

5.4.02 Belanja Bantuan I(ouangan 202,001.607.900,00

Jumleh Belanja 1A76.319.151.070,OO

Total Surplus/(Deflalt) 24.233.2ce.e24,oo

6 PEMBIAYAAl\l DAERAl1

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 37.sO1.058.076,OO

6.1.01 Si§a Lebih Perhitungan Angg8ran Tahun Sebelumnya 37.581 .058.076,00

0.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 61.814.326.TOO,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daemah 10,000.000.000,00

6.2.07 Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah 51.814.326.700,00

Jumlah Penerlmaan Pemblayaan 37.581.058.076.00

J Limlah P®ngoluaran Pomblayaan 61.814.326.700,00

Ponblayaen Netto -24233.Zee.624,OO

6.3 Slsa Lebih Pembiaya8n Anggaran Daerah Tahun Berkomaan (SILPA) 0,00

i.:IF`:)-f``'
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F.E]iBwy^AI\r tIAERA+I

NODE REKEJINO |'RJun Juftyun D-LILIOu
8 PEMBIAYAAN DAERAIJ

a.1 pENERmAAMi pEA4BiAVMN 37eeiice.O?6,cO

6.,.o, Sisa trfu                     Ansoaian Tchun sel}elunn)ra 37.5ei.Ose.076,OO

8.2 PENGELUARAN fEMBl^YAAF`l 61.8]4.320.700.Ou

8.2.02 Panysrtaan Medal Daetth 10.000,coo.OcO,00

82.07 Pamba`rararl Pembiayaan utang Daerah &t.®i4.cea.7co,Oo
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Nk, •rfuB-the subKqrfu A"froT
1 2 3

Jurrilah Alokasl Anquran unt`.k SPM BIdang Scalar i§i.oes.7ae.oo

ito.iiiiifi 3 Januch 2025

SIPD-FII : dicotek pada 2D25-01-2310:06:35 Habman 7



8 01 05 pROcRAli FneiNAAV DAN                         GAhi ieTAi+AN^N 1sO.000.COO,OO lee.GOO,OO
EroNOMI, sO§iAL DAN Bui]AyA

8 01 06 pF`OGRAM pENINaRATAN KEWA§pADAAN NAsioNAL DAN 1.OcO.COO.OcO,cO 2i6jrogun,cO
fl=NiNGRATAN KUALrTAs DAi\I FAsiLrrAsl F¥NANGANAN
KOwFLIK SO§lAL

to, Bdbngivad Ir2025
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laigivx:    Peutlm Daaeli
Nomor : 01 Tahlm 2026

Tanggal : 3 Janu8ri 2025

KABUPATEN BATAN GHAFU
DAFTAR JL"LAtl PEGAWAI PER GOLONCAN DAN PER JABATAN

T^IluN ^NCGAR^I\1 20Z5

OOLOIIaAI`] i iftyANO
ESELON NOW ESEL"

JuWILAH
I A 11 lv V TEH^G^ FLINOSIol\l^L Sr,rs

Gdongan Ivfo

Golongan lvld

Golongen lv/a

Goloncen lvrfu

Golongan lwa

Golongan Ill/e

Golongan lll/d

Galongon Jlvc

Golongen llto

Oolongan lwa

Golongen ll/e

Gotwrm lqu

Golongen ll/c

Golongan llth

Golongen lL/a

ockng lie

Gctongan no

Golongan I/c

Golongen fo

Gcterng Ira

Pppl<

c_   l{ab. Batangharl. 3 Januari 2025

SIPD-RI : dicetal{ pada 2025J)1 -23 10:U7:59 Hafaman 1
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